
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak At.as Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tabun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun I 997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
I 997 Nomor 41, Tambahan Lernbaran egara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun _000 
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048) ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana diubab dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

: 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahuo 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

Mengingat 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah Kota Magelaog 
Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang 
tclah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Magelang dan Walikota Magelang pada tanggal 9 Desember 
2005, crta Keputusan Walikota Magelang Nomor 903/14/112-310 
tanggal 9 Desernber 2005 tcntang Strategi dan Prioritas serta 
Plafon APBD Kota Magelang Tahun 2006, perlu menyusun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; 

WALIKOTA MAGELANG, 

TENT AN(; 

NG(;ARA PF:NDAPATAN l>AN RELAN.JA DAERAH 
TAHtJN AN(;(;ARAN 2006 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

P ,R TlJR OAF.RAH KOTA MAGF:LANG 
OMClR I TAlflJN 2006 

5. Undang- ... 
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13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun ?005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintaban 
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548) ; 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

6. l lndang-I lndang Nornor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara 
(l~cnlharnn Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahnn l .en,hnran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

7. Udang-lJndang Nomor 22 Tahun 2003 tcntang Susunan dan 
Kcdudukan Majclis Pcnnusyawaratan Rakyat, Dewan Pcrwakilan 
Rakyat. l)cwan Pcrwak i Ian l)acrah dan Dewan Pcrwak i Ian Rakyat 
Dacrah (Lcmharan Negara Rcpublik f ndonesia Tahun 2003 
Nornor 92, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 43 IO); 

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

9. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran 
Negara Republik 1ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. lJndnng-llndnnp Nomor 2R ·rnhun 1999 tcntang Penyelcnggara 
Negara ynnp. llcr-;,h dnn f)chnc-. dari Korupsi. Kolust dan 
Ncpot r-mc ( I .c . .'rnh,111111 Ncµ;1r,1 Rcpuhhk I nrlonc ,i;1 I ahun I 999 
Nomor 7(,, I tHtlhllhnn Lcmbaran Negara Rcpubhk Indonesia 
Nomoi 1 R (, I ) ~ 
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14. Peraturan ... 
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De•p• ... 

22. Peraruran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2004 Nomor 
1 O); 

21. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

19. Peraniran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4039); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor I 18. 
Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 4038); 

17. Pcraturan Pemerintah Nomor I 09 Tahun 2000 tentang Kedudnkan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

16. Pcraruran Pemcrintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara 
Pcrtanggungja"vahan Kepala Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4027); 

15. Peraturan Pc1t1crintah Nomor I 07 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lcrnbaran Negara Rcpuhlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
204. Tambahen Lernbaran Negara Republik Lndonesia Nomor 
4024): 

I 4 l'rrnt11rnn Prn,rrintnh omor I 04 F ahun 200(1 tcntnng I ana 
l'C"t1n1l,nnp,n (I emharnn Nc-ps,rn f{cpuhlik lndnnt""lin f 1h11n 2<Hl0 

('t1H,1 "01 I nn1hah11n I cmhnrun '1~~.1rn Rcpuhlrk f nd,,n"ia 
Nornor 4 I''" ) -.chn~oin1n11A d111hnh dcngnn f'craturnn Pcrnerintah 

01111,, 84 1 Ah1111 2 I (I cmbaran Negara Republik Indonesra I ahun 
200 I Nornor I ~7. I arnbahan Lcmbaran Negara Republik 
I ndones,a Nomor 4165 ): 
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Lampiran-larnpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 3 

5. Lampiran V 
6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 
8. Lampiran VIII 
9. Lampiran IX 

I 0. Lampiran X 

4. Lampiran rv 

3. Lampiran III 

2. Lampiran II 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 
Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang 
Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat 
Daerah; 
Daftar Daftar Jumlah Pegawai pergolongan dan 
perjabatan ; 
Daftar Piutang Daerah ; 
Daftar Pinjaman Daerah; 
Daftar Investasi ( Penyertaan Modal) Daerah ; 
Daftar Aktiva Tetap Daerah dan; 
Daftar Dana Cadangan; 
Rekapitulasi Belanja Menurut Bidang 
Kewenangan, Unit Organisasi, Program dan 
Kegiatan Tahun Anggaran 2006. 

I . Larnpiran I 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam larnpiran 
Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

Pasal 2 

Rp. 15.000.000.000,00 
Rp. 36.229.118.000,00 

Rp.(21.819.118.000,00) 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp.271.847.015.000,00 
Rp. 250.027.897.000,00 
Rp. 21.819.118.000,00 Surplus 

3. Pembiayaan : 

l . Pendapatan 
2. Belanja 

Pasal 4 ... 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai 
bcrikut: 

Pasal I 

MEMUTlJSKAN: 

PERATllRAN DAF:RAH KOTA MAGELANG TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OAERAH TAHUN 
ANG(;ARAN 2006. 

Menctapkan 

l)[WAN Pfl:RWAKll,AN RAKYAT l)AtRAlf KOTA MAGF:l.,ANG 
ctnn 

WAl,IKOTA MA(;ELANG 
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LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG 
TAHUN 2006 NOMOR 3 
Seri A No. 1 

Ors S RASMONO MM 
mbina Utama Muda 

NIP. 010 072 030 
Kepala Sadan Pengawasan 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG 
Pel ana Tugas 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 29 Maret 2006. 

H. FAHRIY ANTO 

WALIKOTA MAGELANG 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 29 Maret 2006 

mcngetahuinya, memerintahkan 
ini dengan penempatannya dalam 

Agar supaya setiap orang 
pcngundangan Peraturan Daerah 
Lembaran Daerah Kota Magelang 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan clan 
mempunyai daya laku surut sejak tanggal I Januari 2006. 

Pasal 5 

Sebagai landasan opcrasional pclaksanaan, Walikota menetapkan 
Peraturan Walikota tcntsng Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dacrah. 

Pasal 4 
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